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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan
adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat
juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat

sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun
2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan
pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan

dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai salah satu
penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan
survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap
pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB
No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat.
Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif
atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan

komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan
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bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka

sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

1.3Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,

terhnadap mutu dan kualitas pelayanan perizinan yang telah diberikan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1.

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;



5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB Il

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara online pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dengan membentuk
tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada
pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang
ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperiukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayal tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan



yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi jenis pelayanan.

. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman

. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan
dan tindak lanjut.

. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada website Si Ida.

Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima

layanan secara online. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian

sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu

1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama

6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah
Kegiatan Waktu Pelaksanaan
Hari Kerja

Persiapan Januari 2026 5
Pengumpulan Data Januari - Juni 2026 130
Pengolahan Data dan Analisis Juni 2026 10
Hasil

Penyusunan dan Pelaporan Hasil Juli 2026 S



2.5Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima
layanan Tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu
satu tahun adalah sebanyak 293 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak
dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel
dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum
sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 165

orang.

Populasi(N) A Sampel (n) Populasi(N)| Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 206
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 3% Ny . RPN - 162, . 1800 317
45 40 + 290 165 . 1900 320
= = SRR LR e = =
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 80 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368




BAB Il

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1Jumlah Responden SKM
Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan
yang diperoleh yaitu 185 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No s INDIKATOR JUMLAH sl
STIK ASE
1 JENIS LAKI-LAKI 80 43%
KELAMIN
PEREMPUAN 105 57%
2 PENDIDIKAN | SD / SMP 0 0%
SLTA 97 52%
DIl 23 12%
Sl 53 29%
S2/83 12 6%
3 PEKERJAAN | PNS 13 7%
TNI 0 0%
POLRI 0 0%
SWASTA 19 10%
PELAJAR/ 109 59%
MAHASISWA
WIRASWASTA 9 5%
LAINNYA 35 19%
o JENIS LAYANAN 23 12%
LAYANAN PERIZINAN
LAYANAN NON 162 88%
PERIZINAN




1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)
Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan
diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

IKMperunsur 388 385 382 386 383 386 389 390 384

Kategori A (A |A | A A |K | K | A |A
IKM Unit

96,39 (A atau Sangat Baik)
Layanan

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
SKM per Unsur pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo

Semester | Tahun 2026




BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,82. Selanjutnya Produk
layanan yang mendapatkan nilai 3,83 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga
Sarana Prasarana termasuk unsur terendah ketiga yaitu 3,84.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan
Pengaduan nilai tertinggi 3,90 dari unsur layanan, dan Perilaku Pelaksanaan
mendapat nilai 3,89 serta Persyaratan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya
yaitu 3,88.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui
berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi
perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu

sebagai berikut :

* Pengaduan

» Lana Aiswara melalui kanal pengaduan Si lda dengan isi aduan : mendaftar

permohonan izin penelitian dan permohonan data, tapi tidak bisa terkirim.

Saya sudah coba berkali-kali tapi yang muncul kata-kata SMTP Error:

Could not connect to SMTP host. Curl failed: Could not resolve host:

fcm.googleapis.com mohon arahannya atau server bisa diperbaiki untuk

kelancaran pendaftaran, dengan status selesai.

» Rohmatika Dewi melalui kanal Lapor Porjo dengan isi aduan : terkait papan
konstruksi reklame papanya sedikit ada yang mau lepas takutnya ada anak
sekolah lewat trus jatuh di Desa Sejiwan Kidul Trirejo Kecamatan Loano,
dengan status selesai.

e Saran dan Masukan melalui Si Ida

» saran saya adalah pada halaman web terkadang error padahal sinyal

bagus, mungkin kedepannya dapat diperbaiki agar proses pengisian

formulir perizinan dapat lebih optimal (60484).



» Pelayanan online sangat membantu karena proses pengajuan izin menjadi
lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, pelayanan diberikan tanpa
adanya pungutan biaya sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan
terbantu (60375).

» Sangat bagus dan mudah di akses bagi para peneliti yang akan meminta
perizinan serta petugas yang mengarahkan pengisian data baik pol
(60354).

» Saran agar SK dapat dikirimkan secara online/pdf (60278).

Webnya ketika kirim submit langsung eror, tetapi data sudah masuk. Bisa

diperbaiki lagi supaya tidak membingungkan pembuat (60136).

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan

sebagai berikut :
e Sistem pelayanan berbasis web/Si Ida masih mengalami kendala teknis berupa
error atau gangguan saat diakses maupun saat proses submit permohonan,

meskipun koneksi internet pengguna dalam kondisi baik.

e Pengguna mengharapkan adanya peningkatan stabilitas dan keandalan
sistem, sehingga proses pengisian formulir dan pengajuan perizinan dapat
berjalan lebih optimal tanpa kendala teknis.

e Meskipun pelayanan online dinilai cepat, mudah, dan tanpa biaya, masih
diperlukan penyempurnaan sistem aplikasi agar pengalaman pengguna

menjadi lebih nyaman dan efisien.

e Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang berlaku agar pelaksanaan

pelayanan tetap sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil
analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum
Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 29
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Januari 2026 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak
lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka
menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari

24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

: Penanggung
Program / Kegiatan ;I’W ™I ;II';N ™ Jucak
1 Penanganan Aduan terkait usaha khusus DPMPTSP
Pengaduan seperti usaha hiburan malam

atau karaoke yang belum
berizin dan atau dinilai
menimbulkan keresahan dan
mengganggu ketertiban

=t masyarakat
2  Sistem, Support dari DPRD Kab. v DPMPTSP
mekanisme Purworejo bagi

dan prosedur  penyelenggaraan pelayanan
di DPMPTSP dan Mal
Pelayanan Publik Kabupaten
Purworejo
Perubahan yang spesifik V DPMPTSP
dalam PP Nomor 28 Tahun
2025 sebagai dasar

penerbitan Perbup

Pelimpahan kewenangan

yang baru

Dukungan kepada pelaku v DPMPTSP

usaha UMKM dalam hal
perizinan  berusaha dan
penyajian informasi UMKM
3 Persyaratan Evaluasi terhadap Standar v DPMPTSP

Pelayanan Publik DPMPTSP
Kab. Purworejo Tahun 2025
seharusnya memiliki 14
(empat belas) komponen
sesuai PermenPANRB
Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar

Pelayanan.
4 Sarana  dan Publikasi Standar Pelayanan vV DPMPTSP
Prasarana belum dilakukan secara

optimal, baik secara online
dan offline. Misal melalui
website, sarana eletronik
atau banner/ spanduk.
5 Waktu Evaluasi terhadap  jam vV DPMPTSP
Penyelesaian  layanan di Mal Pelayanan
Publik agar lebih optimal
dalam melayani Masyarakat.
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4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau
melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik
diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei
dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta
melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara
kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat
kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut :

Nilai SKM DPMPTSP Kabupaten Purworejo

Tahun 2020-2025

98,00

96,00

94,00

92,00

90,00

88,00

86,00

84,00
82,00

80,00
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2025 pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
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BAB V

KESIMPULAN
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari
hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo secara umum mencerminkan
tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 96,39. Nilai SKM Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
menunjukkan Kkonsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik dari tahun 2020 hingga 2025.

e Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas

perbaikan yaitu waktu pelayanan, produk layanan serta sarana prasarana.

e Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan
pengaduan mendapat nilai 3,90, perilaku pelaksanaan mendapat nilai 3,89

dan persyaratan mendapatkan nilai 3,88 dari unsur layanan.

Purworejo, 2 Juli 2026

Kepala-Dings.Penanaman Modal dan
P& an~rgrRadu Satu Pintu
/ upate Pyavorejo,
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@ Sistem informasi Petizinan DINPMPTSP Kabupaten Purwerejo
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Rams Prmanon
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2. Hasil Olah Data SKM
PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN

DAN PER UNSUR PELAYANAN
JANUARI s/d JUNI

TAHUN 2026
UNIT PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN PURWOREJO
ALAMAT JI. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telp/Fax. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
U1 uz2 U3 U4 us ue u7 us U9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60760 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60748 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
B 60732 e 4 4 & - 4 4 4 4 4,00
60722 ) 4 3 3 3 3 3 4 3 3.33
60719 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3,89
60705 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3,89
60704 4 4 3 4 3 3 - B & 3,67
60703 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60692 4 4 4 4 4 B 4 4 4 4,00
60689 A < 4 4 4 4 < 4 4 4.00
60687 < 4 3 4 4 4 & 4 4 3.89
60668 4 - - - 4 4 4 4 3 3,89
60655 4 - 3 4 4 4 4 4 4 3,89
60651 4 4 4 4 4 = 4 4 ) 4,00
60626 4 4 4 4 4 4 e 4 4 4,00
60623 4 3 3 4 3 4 a4 4 3 3,56
i 60616 ) 4 3 - 3 = 4 4 - 3,78
60612 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3,78
60535 4 4 4 4 4 < 4 4 4 4,00
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— NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
Ut | U2 | Uz | us | us | us | U7 | U8 | U9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60523 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60515 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60514 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60488 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60484 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,89
60475 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60473 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60472 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60460 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60458 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60455 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60440 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60437 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60436 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60435 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3,78
60428 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60418 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3,67
60415 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60410 3 3 4 4 4 4 4 4 4 378
60400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60392 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60375 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60367 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60365 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60361 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
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- NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
Ut | U2 | us | usa | us | us | ur | us | ug
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60360 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3,89
60355 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,89
60354 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3,89
60347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60345 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3,67
60339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60330 4 3 3 4 3 3 4 4 3 344
60326 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60298 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3,56
60294 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,89
60278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60261 3 3 4 4 4 4 4 4 4 378
60257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60246 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3,67
60240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60237 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3,33
60236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60232 4 4 3 4 4 4 4 4 3 378
60226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60225 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3,67
60224 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3,67
60223 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3,67
60221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60219 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3,56
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S NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
ut | u2 | us | usa | us | use | U7 | us | L9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60218 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3,89
60216 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3,44
60213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60208 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3,67
60181 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3,78
60136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60107 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3,56
60092 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60090 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3,33
60074 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3,67
60052 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60030 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
60001 4 4 3 4 4 4 4 4 3 378
59995 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3,56
59985 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3,22
59965 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3,67
59959 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,89
59955 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3,67
59952 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59949 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59948 4 4 3 4 4 4 4 4 3 378
59945 4 4 3 4 4 4 4 4 3 378
59935 4 4 3 4 4 4 4 4 3 378
59929 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
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W NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
Ut | U2 | U3 | U4 | Us | U6 | U7 | UB | U9
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
59924 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59908 4 4 3 4 4 4 4 4 3 378
59903 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59899 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59890 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59889 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3,22
59880 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59860 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59858 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59840 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59799 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,89
59795 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3,56
59785 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59773 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59772 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59740 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59727 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59726 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59725 4 4 4 4 3 4 4 3 4 378
59724 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59723 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59722 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59694 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59686 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59675 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59672 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3,67
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O RESP NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
Ut | U2 | U3 | U4 | US | UB | U7 | U8 | U9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59670 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59663 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59660 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59655 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59651 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59625 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59621 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59612 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59608 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3,78
59598 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59583 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3,56
59560 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3,67
59549 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59547 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3,22
59546 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3,78
59527 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59524 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3,78
59522 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3,78
59517 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59514 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59470 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3,56
59467 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3,56
59465 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3,56
59451 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59376 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3,33
59360 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
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NILAI UNSUR PELAYANAN

HASIL

NO. RESP
Ut | U2 | U3 | U4 | US | UB | U7 | UB | U8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59357 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3,33
59351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59336 3 4 4 3 4 4 4 4 4 378
59334 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3,67
59333 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3,78
59332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59325 4 4 3 4 4 4 4 3 4 378
59321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59302 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,89
59286 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3,67
59285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59283 4 3 4 4 4 3 4 4 4 378
59274 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3,44
59272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59261 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,89
59252 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3,78
59251 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,89
59239 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3,78
59224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59209 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3,67
59207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
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NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
u1 u2 U3 U4 us ue u7 us U9
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11
59177 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3,56
59155 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3,89
59144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59131 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,89
59125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59119 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
59114 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3,89
59112 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3,78
59104 - 4 3 3 3 3 3 3 3 3,22
59096 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3,78
T Nilai/lUnsur 718 713 706 715 708 715 719 722 710
NRR / Unsur 3,88 | 385 | 382 | 3,86 | 3,83 | 3,86 | 3,89 | 3,90 | 3,84
'I:'l:rt?mb ang 0,431 | 0,428 | 0,424 | 0,429 | 0,425 | 0,429 | 0,431 | 0,433 | 0,426 B
Unsur 3,856
)
IKM Unit pelayanan 96,39
NILAI
Keterangan : No. UNSUR PELAYANAN | RATA-
RATA
-U1sd U9 = Unsur-Unsur pelayanan U1 Persyaratan 3,88
-NRR = Nilai rata-rata U2 Prosedur 3,85
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat U3 Waktu Pelayanan 3,82
-9 = Jumlah NRR IKM tertimbang U4 Biaya 3,86
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 us Produk Layanan 3,83
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi ue Kompetensi Pelaksanaa 3,86
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Jumlah kuesioner yang terisi

u7z Perilaku Pelaksanaan 3,89

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111 us Penanganan Pengaduar 3,90
per unsur V)¢ Sarana Prasaran 3,84
IKM UNIT PELAYANAN : 96,39

Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik)
B (Baik)

C (Kurang Baik)
D (Tidak Baik)

: 88,31 -00,00
. 76,61 - 88,30
. 65,00 - 75,60
: 25,00 - 64,99

Purworejo, 2 Juli 2026

? / 199403 1 005

P 1 ,.-
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3. Tabel Mutu Pelayanan

LAMPIRAN

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO SEMESTER |

PERIODE JANUARI S/D JUNI TAHUN 2026

TABEL MUTU PELAYANAN

INDEK KEPUASAN MASYARKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
JANUARI S/D JUNI

TAHUN 2026
NILAI IKM NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN

JUMLAH : 185 ORANG

JENIS

KELAMIN :L =80 ORANG /P =105 ORANG

96 & 39 PENDIDIKAN : SMA KEBAWAH = 97 ORANG

: DIPLOMA =23 ORANG
: SARJANA =53 ORANG
: PASCA SARJANA KEATAS =12 ORANG

PERIODE SURVEI : 01/01/2026 - 30/06/2026

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASAYARAKAT

Purworejo, 2 Juli 2026
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4. SK Tim Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE JO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ji Prokiamasi No 02, Kabupaten Purworejo. Jawa Tengah Kode Pos 54111

Telepon (0275) 325202 Faksamule (0275) 325202

Laman https /idinpmptsp purworejokab go . Pos-el dnpmptsp@purworeiokad go «d

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWORE.JO

NOMOR : 4co. 14 JeeF /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Menimbang

Mengingat

a.

b.

PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 avat (1)
Peraturan Menten Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasit Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penvusunan Survey Kepuasan Masvarakat Unit
Penvelenggara Pelavanan Publik, perlu  menelapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Survei
Repuasan Masyvarakat Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Keputusan
Repala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei
Kepuasan Masyarakat.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Repubbk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
65856);
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Menctapkan :
KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);

6. Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Daerah {Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masvarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Rabupaten Purworcjo {Lembaran Dacrah
Kabupaten Purworejo Tahun 2024 nomor 3 seri D nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten
Purworejo Nomor 12};

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
{Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor
133 seri D nomor 18);

~]

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu  Kabupaten Purworejo dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

© Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:
a. melakukan  perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
pengolahan data dan penyajian hasil survei;
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KETIGA

RETIGA

REEMPAT

b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap
pelaksanaan survet; dan

¢. melaporkan hasil pelaksanaan surver kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo.

Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Survei
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Scgala biaya vang timbul scbagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Purworejo
pada tanggal : 02 Januari 2026

(la-inas Penanaman Modal dan
i padu Satu Pintu

upates A

Wpto, S H &
a Muda / IVc
NIP. 19661223 199403 1 005
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

PURWORE.JO

NOMOR: 4qeel9 / oc? /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  PELAKSANA
SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN  DINAS  PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

NO

-

"ISMA ERTANTL. SE

" HARRY PRABOWO, S1P

NAMA/NIP

" GATHOT SUPRAPTO, S H

NIP. 19661223 199403 1 005

YUNITA DEWI ONGGOWATIL,
S.E.. MM
NIP 19790619 200312 2 009

NIP 19880226 201001 2012

INDRA SRI NUGRAHA S. Kom

NIP 19821042 01001 1 022

YUNITA PUTRI HANDAYANI A
Md
NIP. 19470615 202012 2 002

NIP 19781006 202421 1 005

" MARIYAM FERIYATI

NIP 19900212 202521 2 037

" LANCARYA PRASTOWO

NIP. 19910511 202521 1 040

S N
| Kasubbag

JABATAN DALAM DINAS REDUDUKAN

DALAM TIM
Kabupaten I Penanggung
Jawab

f Kepala DPMPTSP

| Purworejo

S e e S RP,
| Sekretans Dinas

T DPMPTSP | Ketua
| Kabupaten Purworejo |

Umum  DPMPTSP | Sekretans
| Kabupaten Purworejo.
} ]
| Pranata Komputer Pertama pada Anggota
! DPMPTSP Kabupaten Purworejo
f‘PvnchoIa Kenasama Penanaman | Anggota
' Modal DPMPTSP  Kabupaten
! Purworejo
" TAnalis Kcbijakan Ahl Pertama  Anggota
| DPMPTSP Kabupaten Purworejo
E()pcrmnr Layanan 7'()p¢-raAsmn.-ll I Anggota
| DPMPTSP Kabupaten Purworejo.
} - }
Operator Layanan Operasional Anggota

|
| DPMPTSP Kabupaten Purworejo |
| .
|
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NO

NAMA/NIP

"TITUR SUBKHAN

NIP 19930320 202521 1 028

o —— — . TS S ——

\ JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN
L - 7 j DALAM TIM

{ Operator Layanan ()pcrusmnal Anggom '
| DPMPTSP Kabupaten Purworejo

F

}erpadu Satu Pintu

‘ < ‘t\mrcjn
:/ i \ %
N -
o &\‘.\u ,E.: &
\ \G - J

(mw o, SHY
Pegftnmn:Btama Muda / Ve
NIP. 19661223 199403 1 005
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5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

FOProR amriess Mo S Porwire J"‘f-\# Morde oo 4117
op (UQ7%) 25202 fearmie (U075 WYY

Sa dVa
| e an  werw PPy Prwor eyl o o [ -hg-"!\,-c;\.f' (L ¥ . 1

Purworec 18 Januan 2026

NomMOr 500 16 6 3/ 056 /2026
Sefat Segeca
LMD AN < lembay
*a Undangan
Yy Teramps
PURWOREJO

Mengharap dengan hormat kehadran Bapaw/ibu/Sdrh pada

HarAangga Kamis 20 Januan 2026
Wty 08 00 WAB - Selesa
Tempat Gedung PLUT KUMKM Kabupaten Purworeso
Ji Soekamo-Hatta Unet Rw IV No 82 Boro Kuion Banyuurd
Acara Forum Konsultas: Pubbk Perubahan Peraturan Bupat tentang

Pelmpahan Kewenangan Kepada DPMPTSP

Mengingat pentngrya acara lersedbut kam: untuk hads tepat wakiu
Dem:k:an atas kehadrannya dsampahan tenma kas:h

Kepala Dinas Penanaman Moca Dan
Pelgyacgn Jerpadu Satu Pinty
KMu'rmes:

e

Gaihnt Suprspto S M
Pevtitpng Mama Muda (IVic)
NIF 19881223 1954031 005
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Lamperan |l

Nomor 500 18 6 3/ 0% 72026
Tangoei 19 Januan 2076

Deftar Undangen Peserta

! Inspextyr inspexiorat Kabupaten Purworeo

2 Kepaa Badan Perencanaan Permbangunan Riset! dan inovas: Daerah Kabupaten
Purwore s

3 Kepaa Bacan Pengeloiaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daora™ Kabupaten
Puraoteo

4 Kspaa Dnas Peker@an Umum dan Penataan Ruang Xadbupaten Purworess

5 Kepaa Dnas Lingkungan Hdup dan Perkanan Kabupaten Purwores,

4 Kepaa Dinas Keseratan Dasrah Kabupaten Purworeo

7 Kepaa Dias Koperss: Usaha Keod Menengah dan Pordagangan Kadupaten
Purworeo

4 Kepaia Dnas Pesrumahan Rabyst Kawasan Permukrman dan Pertanahan
Kabuwoasten Purwareo

% Kepsa Omas Perndustnan Tramsmegras dan Tecaga Keca Kabupaten
Puracre

' Kepaa Dnas Ketaharan Pangan dan Pertanan Kadupaten Purworeo

1 Kepaia Dnes Kepomudaan Olahraga dan Panwaata Kabupaten Purworeo

17 Kepaa Doas Perddiban dan Kebudayaan Xatupaten Purworeio

'3 Kepaa Dinas Pemudungan Kadupaten Purworeo

‘4 Kepaa Xantor Pertanahan Kabupaten Purworeso

5 Kepaa Kartor Satuan Pobs Pamong Prga dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Puraotep

6 Kepara Bagan Hukium SE TDA Kabupaten Purworep

17 Kepaa Bagen Organmas: SETDA Kabupaten Purworeo

'8 Camat Purworen

'S Camat Banyuurp

0 Cama Purwodad:

41 Camat NgoOmMLo!

22 Camat Grabag

23 Carat Kuloargo

4 Carna Gebang

25 Camat Losno

6 Camat Pauruh

27 Camat Kermwn

<8 Camat Bener

7% Camat Bagelen

30 Camat Bayan

31 Camat Butuh

12 Camat Bruno

33 Camat Kaigesing

M Penpnan LSM Surya Mentan Semesta

35 Ketua Forum UMKM Pureorep

¥ Rektor Unverstas Mutammadyah Purworeo

17 Panpnan STIE Rmawabk Purworeo

38 Pmpnan Poltexns Sawunggaih Ag

35 Penpnan sttt Tebnckog Bsns dan Kesenatan Bhakt Putra Bangsa Indonesia
40 Panpnan Suara Merdesa
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jaan Prokiamas No 7 Pursore Sowa Tergah Kooe pos 54111
Tedopon (1275 325207 Fausmim (0279 329200
Laman drermpts) puracieonst 90 ¢ Fos-e grpeptspourworackab go o

LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTAS! PUBLIK (FKP)

Bersama v kam laporsan hasd Forum Konsuitas: Publik (FKP) Perubahan
Peratu an Bupat tentang Polmpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworeo sebaga benkut

1 DASAR
a Ungangan dan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Purworeio Nomor
500 16 6 3/056/2028 tangga! 1% Januan 2026
v DPA SKPD DPMPTSP Kabupaten Purworeso Tahun 2028

J PELAKSANAAN
a Waik'y Kams 29 Januan 2026
£ Tempat Mai Pelayaran Pubkk Kabupaten Purworeso

3 MAKSUD DAN TUJUAN
Meiabsarakan Forum Konsutas: Pubik (FKP) Perubahan Peraturan Bupat
tentang Peémpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Poayanar Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworeyo

4 HASIL KEGIATAN
a Kepa'a DPMPSTP Kabupaten Purworeyo dalam sambutan dan arahannys

menyampadan beberapa pont penting sebaga benkut

') Bercasarkan Ungang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petayanan
Pubke adan Peraturan Pemenntah Nomor 98 Tahun 2012 tentang
Pelabsaraan Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2009 maka penyelengga
peayanan pubik waid meilatkan masyarakat sebaga upaya membangun
sistem penyelengparasn Pelayanan Publk yang add transparar dan
ab untabed

2) Meiahs penyelenggaraan Forum Konsullas: Pubik n  DPMPTSP
Katupaten Purworeyc mengharap adanya masukan/ saran dan masyaracat
lerkal penyelenggaraan pelayanan pubbk untuk mengetahu efektittas dan
peayanan publks yang dtetapkan sena untuk mempercien wepastan
ayanan dan pengetahuan lerkad berbaga pelayanan penznan yang
aselonggarakan oleh Dinas Penaraman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pty Kabupaten Purworen
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Kirara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty

Kabupaten Purworeie dalam penyelenggaraan pelayanan o Dvgang

penanaman modal dan penznan pada penode 2025 yatu

* Investas alau i@ penanaman modal & Kabupaten Purworeo sebesar
217 039 000 00C miyar rupah atau tercapal 144 69 persen dan target
150 000 000 méyar rupsah

e Juriah NIB yang sudah terdt pada pencde 2025 adaiah sebanyax
8 147 yang terdn dan Rséo Rerdah sebanyak 5 573 peiaxu usaha
Riswao Menengan Rendah ssbanyak 1 539 pelaku usaha Risiko
Merengah Tingg sebanyak 724 pelaku usaha dan Rsso Tingg
sebanyax 355 peiaku usaha

o Indeks Surver Kepuasan Masyaraka! (SKM) pada Semester I| Tanun
2025 wrcapa 98 44% dengan xategon kepuasan Ty’

b Assten Il Admnestras: Umum Sekretanat Kabupaten Purworeyo daiam
DADETANN YA MEN yAMDASAN

')

3}

4)

Adarya reguias baru calam penyelengcaraan penznan berusaha berbas:s

nsix0  yakrm Peraturan Pemenntan Nomor 28 Tahun 2025 tentang

penysienggaraan Penznar Berusaha Bertass Risko yang menggantsan

PP Nomor 5 Tahur 202' dan Peraturan Kemertenan Investas dan

Hirsas: (Permennves)y/ BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman

dar Tata Cara Penznan Berusaha Berbass Risko melaiuv OSS yang

me ggantkan Permennves/ BKPM Nomor 4 Tahur 2021

Kedua reguias: baru datas memddk karatensak dan alur spesifix yang baru

sehnQoa Mengharus«an penyesumsan daam hal kewenangan penyusunan

Standac  Pelayanar dan Standar Operasoral Prosedur  daam

per yelenggaraan pelayanan penzinan

Diperiukan  wesapan perangkat daerah dan peiaky usaha un'uk

mecyesuakan O termadap pemberakuan kedua reguias: dbaru datas

sebaga udaya uniux menngkatkan kuanas pelayanan penznan sera

meninghatksn niay nvestas d Kabupaten Purworeo dengan tetap

Derpedoman untuk memberkan pelayanan yang mudah cepa! dan efextd

bag: masyarakat

Karatenstix PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permeninves Nomor 5 Tahun

2025 sebaga berkut

e rewaiDan acdanya penertdan Persetuuan Lingkungan (PL) melalu
amaalnet

o Penzinan Berusaha (PB) sesuai lokas usaha dan 'ata ruang melalu:
KKPR untuk beberapa nsioc

s penceegasan tugas pengawasan dalam penysienggaraan perzinan
e usaha berbass neko




5 A

6)

Tanangan caiam penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permeninves

Nomor § Tahun 2025 adaiah sebaga benkut

o  Kesapan infrastruktur gan adaptas: aparatur/ SDM Pemenntah Daerah

¢ Kesmapan pelaku usaha dengan regulas: dan metode pernznan berusaha
yang baru

e Hambatan tekrws dalam penerapan Sstem 0SS (Onine Single
Submission)

Solus: dan tndak lanut terhacap permasaiahan dalam layanan penzinan

o Mempersapkar nfrastruktur ¢an aparatur/ SOM Pemenntah Daecah
dengan mengkutsertakan pada berbaga: bimtek/ pelathan’ scsialsas
terkat Penyesienggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko oan
pecrinan lannya

*  Kooranas: ntensd dengan OPD terkat terutama terkart verfikas: iokas:
usaha kesesuaan lata ruang dan pengeioiaan ngkungan hdup

e Pendampngan pada pelaku usaha dalam pembuatan NiB

¢  Meningkatan layanan konsultas: penzinan berusaha dan non berusaha
bag pelaku usaha

¢ Komisi | DPRD dalam paparannya menyampakan

4

3)

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan
Pubke merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebaga: pedoman
penyeenggaraan pelayanan publik dan acuan perviaian kuanas pelayanan
cubik kepada masyarakat dan pemben Q@yanan pubkk dalam rangxa
penyeienggaraan pelayanan yang Deruaitas cepa! mudah lernangkau
dan tecukur

')y Komponen calam Standar Pelayanan can SOP Laysnan Publé adaiah

Persyaratan, Sstem Mekamsme dan Prosedur. Jangka Waktu Pelayanan
Buaya can Tan! Produk Pelayanan Layanan Aduan Sarana Prasarana
dan atau Fasdbtas Kompetens: Pelassana Pengawasan Kompetens:
pelak sana layanan dan Evaluas Kinena Pelayanan

Daam membenkan pelayanan penzinan dan penanaman modal «epada
pubiik  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa'u Pintu
Kabupaten Purwore menggunakan 2 (dua; mekansme yaitu secara
langsung dan secars onkne melal berbaga apikas penzingn Untuk
layanan secara angsung masyaraka! dapat langsung datang ke Mal
Peiayanan Pubik Kabupaten Purworee atau MPP Kabupaten Purworeso
Saat v MPP Kabupaten Purworeo menyedakan 31 gera layanan dengan
134 jerus layanan
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4. Tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publbk saat
' lerutama karena masth banyaknya geral yang =osong. @rang membuka
layanan atau membuka gera hdak sesud jadwal d Mal Pelayanan Pubbk
akses inteme! yang senngkal lambat dan adanya perubahan regulas: yang
menumbylian kesuitan adaptas: bak bag pembern layanan dan masyaraka!
selaku penenma layanan sena keterdatasan umiah persont di unit layanan
pubi

Demsan aporan i cibuat sebaga:r bentuk pertanggungawaban kami dan
agar dapa! digunakan sebaga'mana perunya Alas perhatannyd d:sampakan tenma
kash

Harry PfM
NIP 197810062024211005
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PEMERINTAM ABUPATEN PURWOREXD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
jalan Prokiarmes No 7 Puredarso Jewa Tengah Koade pos 4141
Telepan (OF7%) Y2007 Faksarsie (O271) 322200
LT weew OO S Puteare oien oo 4 Pos-e dnperetsp @ Do orepolab go i

BERITA ACARA
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWORE JO

Fada nar . Kamis, tanggal Dua Puluh Sembidan bulan Januar tahun Dua Rbu Dua Puluh
Enam leah disksanakan Forum Konsutam Pubkk (FKP) Perubahan Peraturan Bupat tentang
Peimoshan Kewenangan Kepadas Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpacu Satu Pintu
Kabtupaten Purworsio

Berdasarvan hasd dehus: dan kepulusar bersama menyalakan sebaga benkyu!

Jangka
identifinasi Masalah Usulan Rekomendasi Perbaikan Wakty
Penyelesaian

Aduan terkai! usana khusis seperti Maelakohan  pengawasar  ‘ehh i Jaryan
usaha heburan malam atau wracke optral dengan mebbatian OPD Desember
yang bedum berzin dan atau dwilar  lekres torkat dan U 2026
merrnbulian kerasshan dan masyaraka! ‘erhacap kegatan
mangganggu ketertbar masyaraha  kegistan usaha shususna kegatan

usaha yarg berpotensi

mengganggu  keresahan  Jan

MenQganggu keteraban

Masyarakat
Support dar DPRD Kab Purworeio  Dukungan  calam  peryusunan | Januan
bag penyelenggaraan pelayanan & reguiasi dan pergawaian terhadap Desembes
DPMPTSP dan Mal Palayanan wnena DPMPTSP Kab Purwrejc 2026
Pubik Kabupaten Purworeso
Perutahan yang sposifa dalam PP Karateristk dalam PP Nomor 28 Februan
Nomor 28 Tahun 2025 sebagal Tabun 2025 dan Permeninves Desembes
dasar penectxlan Pertuh Nomoar 5 Tahwn 2025 askan 2026
Peimpahan kewenangan yang bary  dcatumien pada  Peraturan

Bypat: Purwore:o tertang

Pelimpahan Kewsnangan
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NO  identifikas Masalah

4

‘a Evauas

O

Dukurgan kepads peaty usaha Melakukan perdampngan kepada

Peayanan Publk DPMPTSP
Kat  Purworspo Tamn 2025
seharusrys memaki 14 (empat

Delas ) Kormponen sesua
PermenPANRB Nomaor 15 Tahun |

2014 tertang Pedoman Standar
Peayanan

Pubikas: Standar Pelayanan
bevum cfakuean secara optmal

bak socara ordne can offine
Masa melaiu websile sarnna
elotronik alau bawver spardus

£ valuas terhadap jam ayvanan &
Mal Pelayanan Pubitk agar iotsh
optimai dalam meiayany
Masyaracat

Usulan Rekomendasi Perbalkan

lervadap Standar a Melakukan perbaikan lerhadap |

Starndar  Peiayanan  Pubbk
DPMPTSP  Kab Purworeo
Tahun 2026 sesus
PermenPANRE Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman
Stardar Peiayanan

Meiskisan publkas Standar
FPolayanan secara optimal. bask
secara onine dan offine,
Molawukan optmalisas SDM
dan koorgmasi intens! dengan
penanggung Ewab Qoras-gers
& Mal  Pelayanan Pubbk
Purworeg

UMM dadam hal pergman pelaxs usaha dar optmalisas data
tervsaha dan penyaiar nformasi
UMM

serta wformasi terkat  penzinan
Derusaha khsusnya UMKM

Januars

202¢
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Pimpsnan  Unrt Penyelenggara Pelayanan dapat menenma dentfikasi masalah  usutan
rexomandas) @angka waklu dan berkomitmen manndakignjul rekomendas perbakan lersebut
5edaga’ upaya peningkatan kuaktas pelaysnan publk

Masyarakat dan stakeholder yang hadr akan melakukan pemantauan dan mengawas: progres
Lndak lanut perbakan yang dilakukan oleh Undt Penyelenggara Pelayanan sesua usulan
rekomendas: dan jangka wakiu penyelesaian yang telah disepat bersama

Demikian berta acara in dibuat sebagamana mestnya

JENIS TANDA
No NAMA KELAMIN  JABATAN/ ASAL INSTANSI B
wey
1 GATHOT SUPRAPTO, SH L Kepala- DPMPTSP
Kabupaten Purworen
2 LILOS ANGGOROWATI, S H P Sexretars DINPERKIMTAN
MM Kabupaten Purworeo Chler
3 DEDIRUNANTO SE M S L Universitas Muhammadiyah
Purworeo
¢ ARBAAH MINTARAGA P ! Lembaga Swadaya

Masyarakal Surya Mentan

oV
5 HESTI RESPATININGSIH P Ketua Forum UMKM ) -
Kabupaten Purworejo g

Purworeyo. 28 Januan 2026
Kepala Dinas Pengnaman Modal dan
Pelayanag Terpadu Satu Pinty

NIP 19661223 199403 1 005
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DAFTAR HADIR PESERTA

Har'Tanggal Kamis. 28 Januan 2026
Waktu Pukyi 08 00 WIB - Selesa
Acara Forum Konsultasi Pubkk Perubahan Peraturan Bupat tentang
Petmpahan Kewenangan Kepada DPMPTSP
Tempat Gedung PLUT KUMKM Kabupaten Purworeso
Nama Alamat UP  Tpnda Tangan
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9

Pemtaia Utama Muda (IVic)
NIP 19681227 1954031 005
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Kegiatan Forum Konsultasi Publik Perubahan Peraturan Bupati tentang
Pelimpahan Kewenangan kepada DPMPTSP Kabupaten Purworejo
Bertempat di Gedung PLUT KUMKM Kabupaten Purworejo
Kamis, 29 Januari 2026
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6. Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Juli s/d Desember

Tahun 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik
yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari
pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini
juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik
yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur
dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik
nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat
dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.
Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk
mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara
pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten
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Purworejo perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses
continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan
pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.
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BABII
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten Purworejo periode Juli s/d Desember 2025
menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti
dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Juli s/d Desember 2025

No Unsur IKM Mutu Layanan
1 Persyaratan 3.83 Sangat Baik
2 Sistem, Mekanisme, dan 3,82 Sangat Baik

Prosedur
3 | Waktu Penyelesaian 3,80 Sangat Baik
4 | Biaya/Tarif 3,84 Sangat Baik
5 | Produk, Spesifikasi, dan Jenis 3,84 Sangat Baik
Pelayanan
6 | Kompetensi Pelaksana 3,91 Sangat Baik
& Perilaku Pelaksana 3,95 Sangat Baik
8 Penanganan Pengaduan, 3,93 Sangat Baik
Saran, dan Masukan
9 | Sarana dan Prasarana 3,83 Sangat Baik

Berdasarkan keseluruhan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada
masyarakat yang diberikan oleh DPMPTSP telah dilaksanakan dengan baik. Jika
diambil nilai rerata dari kesembilan komponen di atas, diperoleh nilai indeks kepuasan

masyarakat dengan predikat “Sangat Baik” pada angka 96.44.
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Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Waktu
No Prioritas Program/ Penanggung
2 3
1 Sarana 1.1 Koordinasi Sekretariat
Prasarana dengan OPD teknis DPMPTSP dan
yang menangani DINKOMINFOS
terkait jaringan TASANDI
website Si Ida
2 Persyaratan 2.1 Sosialisasi Sekretariat
Pelayanan SP/SOP kepada DPMPTSP
pengguna layanan
2.2 SP/SOP Sekretariat
disediakan di meja DPMPTSP

masing-masing
gerai
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BAB Il

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

ity Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi Tantangan/
; : Telah eskripsi Tindak Lanju oku
Ne RRERE TIRCER D Ditindaklanjuti (Mohon Dijabarkan) Kegiatan Hambatan
(Sudah/Belum)
1. Sarana 1.1 Koordinasi dengan Sudah 1.1 Melakukan koordinasi B o
Prasarana OPD teknis yang dengan Diskominfostasandi LES
menangani terkait terkait jaringan website Si Ida
jaringan website Si Ida
2. Persyaratan | 2.1 Sosialisasi SP/SOP Sudah 2.1 Melakukan sosialisasi
Pelayanan kepada pengguna SP/SOP kepada pengguna
layanan layanan melalui website resmi
dan media sosial DPMPTSP
2.2 SP/SOP disediakan di | Sudah 2.2 Melakukan koordinasi

meja masing-masing
gerai

dengan masaing-masing
pemangku gerai di MPP agar
menampilkan /menyediakan
SP/SOP layanan yang
diberikan
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dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya

1. Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut
sebanyak 100%.

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun

berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi

yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong

diimplementasikannya RTL antara lain:

Strategi Target Waktu | Penanggung Stakeholder
N Rt Penyelesaian Penyelesaian Jawab Terkait
1 | 1.1 Koordinasi 1.1 Melakukan Desember Sekretariat DPMPTSP
dengan OPD koordinasi dengan | 2025 DINKOMINFOST
teknis yang Diskominfostasandi ASANDI
menangani
2 | 2.1 Sosialisasi 2.1 Melakukan Desember Sekretariat DPMPTSP
SP/SOP kepada | sosialisasi SP/SOP | 2025
pengguna kepada pengguna
layanan layanan melalui
website resmi dan
media sosial
DPMPTSP
2.2 SP/SOP 2.2 Melakukan Desember Sekretariat DPMPTSP
disediakan di koordinasi dengan | 2025 Gerai MPP
meja masing- masaing-masing
masing gerai pemangku gerai di

MPP agar
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No

RTL

Strategi

Penyelesaian

Target Waktu
Penyelesaian

Penanggung
Jawab

Stakeholder
Terkait

menampilkan
/menyediakan
SP/SOP layanan
yang diberikan

Purworejo, 2 Juli 2026

NIP. 1?6’1 223 199403 1 005
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